
1 
 

 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR  23  TAHUN  2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 58 TAHUN 2015 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang 

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka beberapa 

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati 

Nomor 58 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 

Magetan Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
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  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07 /2016  

Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 

478); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40); 

  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di 

Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2015 Nomor 25), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 

7); 
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  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 58 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2015 Nomor 58); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 58 TAHUN 2015 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN 

MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 

58 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan 

Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2015 Nomor 58), diubah sebagai berikut: 

1. Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ayat (7) 

dihapus, sehingga Pasal 9 berubah dan harus dibaca 

sebagai berikut: 

Pasal 9 

 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 

Rekening Kas Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 

Rekening Kas Desa dilakukan  paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas 

Umum Daerah. 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: 

a. tahap I pada bulan Juni 2016 sebesar 60% 

(enampuluh perseratus); dan 

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat 

puluh perseratus). 
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(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah 

Kepala Desa menyampaikan: 

a. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan 

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; 

dari Kepala Desa. 

(5) Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati 

melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan 

Juni. 

(6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah 

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi  

penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati 

melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan 

Juli, dengan ketentuan Dana Desa Tahap I telah 

digunakan paling kurang sebesar 50 % (limapuluh per 

seratus). 

(7) Dihapus. 

(8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun 

dianggarkan dalam APBDesa. 

2. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

 

 (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 

membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana 

Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Desa.  

3. Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berubah dan harus 

dibaca sebagai berikut: 

Pasal 11 

 

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
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diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 

menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan 

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 

dari masyarakat Desa setempat. 

4. Setelah Pasal 11 ditambahkan (dua) Pasal baru yakni 

Pasal 11A dan Pasal 11B, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11A 

 

(1)  Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas 

penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan 

Bupati. 

(2)  Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan 

Desa mengenai APB Desa. 

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan 

pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang 

menjadi prioritas telah terpenuhi dan / atau kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah 

terpenuhi . 

 

Pasal 11 B 

 

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 

Desa. 

5. Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12  berubah dan 

harus dibaca sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

 

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mendapat pengesahan dari Kepala Desa atas kebenaran 

material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 
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(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban 

APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan 

peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 

peraturan desa. 

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak 

penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib 

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak 

yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan setelah ayat (1) 

disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a) serta setelah 

ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat baru sehingga Pasal 13 

berubah dan harus dibaca sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati 

melalui Camat. 

(1b) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a.  Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; dan 

b.  Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I. 

(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1b) huruf a disampaikan paling lambat minggu 

kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan 

(3) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud 

pada Dana Desa tahap I ayat (1b) huruf b 

disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli 

tahun anggaran berjalan . 

(4)  Laporan realisasi penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai 

dengan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini . 

(5)  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
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Desa memfasilitasi percepatan penyampaian laporan 

realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1b) . 

7. Setelah Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni 

Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 13A 

 

(1)Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa 

Dana Desa di RKD . 

(2)Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas 

Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 

30% (tiga puluh persen), maka Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaporkan kepada 

Bupati. 

(3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Bupati: 

a.  menugaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa untuk meminta penjelasan 

kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di 

RKD tersebut; dan / atau 

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk 

melakukan pemeriksaan. 

(4) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh 

persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung 

dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun 

anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya. 

(5) Kepala Desa wajib mengangarkan kembali Sisa Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 

rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai 

dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut . 

(4)Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah 

ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan 

mendahului penetapan peraturan desa tentang 
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Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan 

peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran 

APBDesa dan memberitahukan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung 

dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa 

atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan 

APBDesa. 

8. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 

diubah serta ayat (6) dihapus sehingga Pasal 14 berubah 

dan harus dibaca sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b  dan Pasal 

9 ayat (6); 

b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A; dan / atau 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 

daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 

penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 

berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun 

anggaran sebelumnya. 

(3)  Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 

akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa 

tahap I tidak dilakukan. 

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai 

dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, 

sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi 

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana 
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Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(5)  Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan 

Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

masih  lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), 

penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan 

penyaluran Dana Desa tahap II. 

(6) Dihapus. 

9. Setelah Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 

14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14A 

 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 

dalam hal : 

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) huruf a telah diterima; dan 

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 

daerah . 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

berlangsung sampai dengan bulan November tahun 

anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan 

lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD . 

(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri 

c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan . 

(4) Bupati menugaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa untuk memberitahukan 

kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai 

Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir 

bulan November tahun anggaran berjalan dan agar 

dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun 

anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di 

RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai 
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dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke 

RKD . 

(6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, 

Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan 

mendahului penetapan peraturan daerah tentang 

Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan 

kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD 

dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD . 

(7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD 

ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun 

anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai 

pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari 

RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan . 

(8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan 

penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus 

tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan 

permintaan  penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang 

belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir 

bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 

 

Pasal 14B 

 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa 

dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana 

Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) . 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran 

Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3)  Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana 

Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c. q. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 
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10. Ditambahkan 1 (satu) Lampiran baru, yakni Format 

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

Ditetapkan di  Magetan 

pada tanggal 30 Mei 2016     

 

BUPATI MAGETAN, 

ttd 

S U M A N T R I 

 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal 30 Mei 2016     

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

ttd 

SUTIKNO 

 

BERITA  DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 23  

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 

SUCI LESTARI, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP.19730412 200212 2 006
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR  :  23 TAHUN  2016 

TANGGAL  :  30 Mei 2016     

 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA 

TAHAP ……. TAHUN ANGGARAN …….. 
PEMERINTAH DESA …….. 

KECAMATAN ……… 

KABUPATEN ………….. 
Pagu Desa        Rp .................... 

KODE 
REKENING 

URAIAN 

NOMOR DAN 
TANGGAL 

BUKTI 
PENYALURAN 

(SP2D) 

JUMLAH 
PENERIMAAN 

(KREDIT) 

Rp 

JUMLAH 
PENGELUARAN 

(KREDIT) 

Rp 

SALDO 
Rp 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 

1. PENDAPATAN      
1.2 Pendapatan Transfer      
1.2.1 Dana Desa      
 - TAHAP PERTAMA      

 - TAHAP KEDUA      
       

2. 
BELANJA BANTUAN KE DESA 
.......... 

     

       

2.1 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

     

2.1.1 Kegiatan ...........      

2.1.2 Kegiatan ...........      
2.1.3 Dst .........      
       

2.2 
Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 
     

2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi      
2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa      
2.2.3 Dst ...........      

       

2.3 
Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 

     

2.3.1 Kegiatan ...........      

2.3.2 Kegiatan ...........      
2.3.3 Dst .........      
       

2.4 
Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
     

2.4.1 Kegiatan ............      
2.4.2 Kegiatan ............      
       

 JUMLAH    Rp ......  

 

Keterangan : 
*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa 
 

 
Bendahara Desa ...... 

 
 
( .......................... ) 

 Disetujui oleh, 
Kepala Desa ......... 

 
 
( ............................) 

 

 

BUPATI MAGETAN, 

ttd 

S U M A N T R I Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
SUCI LESTARI, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP.19730412 200212 2 006 


